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GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 500 - 19 - 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim
Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;

1.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang




Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

12,

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6806};

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim
Pengendalian Inflasi Nasional;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025 -2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 232);

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Gubernur Nomor Nomor 500-384-2025 tentang
Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025-2027.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2026, dengan susunan personil, uraian
tugas dan mekanisme pertemuan tim sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

a. mengumpulkan data dan informasi perkembangan harga
barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada
tingkat Provinsi Sumatera Barat;

b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat
provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kebijakan
pengendalian inflasi nasional;

c. melakukan upaya untuk memperkuat sistim logistik pada
tingkat provinsi Sumatera Barat;

d. melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi
pusat dan tim pengendalian inflasi daerah kabupaten /kota;

e. menyampaikan laporan perkembangan harga komoditas
pangan strategis dan kegiatan pengendalian inflasi kepada
Itjen Mendagri setiap hari;

f. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka
penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian
inflasi pada tingkat provinsi Sumatera Barat.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan kegiatannya
secara triwulanan kepada Gubernur melalui Kepala Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja
Perangkat Daerah masing-masing.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Januari 2026

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

S 0089

Bapak Menko Perekonomian RI di Jakarta

Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

Bapak Gubernur Bank Indonesia di Jakarta

Sdr. Kepala OPD dan instansi terkait Provinsi Sumatera Barat.
Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 500 - 19 - 2026
TANGGAL : 12 Januari 2026
TENTANG

PEMBEN’T’UI.(AN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN

2026
SUSUNAN PERSONIL
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026
No JABATAN/INSTANSI/UNSUR KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 | Gubernur Sumatera Barat Ketua

2 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi | Wakil Ketua

Sumatera Barat

3 | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ketua Pelaksana
Harian

4 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. | Wakil Ketua
Sumatera Barat. Pelaksana Harian

5 | Kepala Biro Perekonomian Sekretaris I

6 | Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi | Sekretaris II
Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

7 | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggota
Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

8 | Direktur Intelkam Kepolisian Republik Indonesia Daerah | Anggota
Sumatera Barat

9 | Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Republik Indonesia | Anggota
Daerah Sumatera Barat

10 | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Anggota

11 | Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Anggota

12 | Kepala Perum Bulog Prov. Sumbar Anggota

13 | Kepala Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat Anggota

14 | Inspektur Prov. Sumatera Barat Anggota

15 | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi | Anggota
Sumatera Barat

16 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. |Anggota
Sumatera Barat;

17 | Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan |Anggota
Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

18 | Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Anggota




19 | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi | Anggota
Sumatera Barat

20 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera | Anggota
Barat

21 | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi | Anggota
Sumatera Barat

22 | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Anggota
Provinsi Sumatera Barat

23 | Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat Anggota

24 | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | Anggota
Provinsi Sumatera Barat

25 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat | Anggota

26 | Kepala® Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi|Anggota
Sumatera Barat

27 | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Anggota
Provinsi Sumatera Barat

28 | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. | Anggota
Sumatera Barat.

29 | Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat Anggota

30 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi | Anggota
Sumatera Barat

31 | Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Anggota

32 | Satgas Pangan Sumatera Barat Anggota

33 | Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank | Anggota
Indonesia Provinsi Sumatera Barat

34 | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera | Sekretariat
Barat

35 | Divisi Pengembangan Ekonomi pada Kantor Perwakilan | Sekretariat

Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 500 - 19 - 2026

TANGGAL : 12 Januari 2026

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2026.

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI SUMATERA

BARAT TAHUN 2026

Tim pengendalian Inflasi Daerah mempunyai Tugas :
Ketua :

1.

Memimpin rapat (HLM, Rapat Koordinasi, Rakorteknis) dan lain-lain ;

Mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait
pengendalian inflasi daerah;

Melaksanakan diseminasi dalam wupaya pencapaian target inflasi
kepada masyarakat;

Wakil Ketua :

Memimpin pertemuan jika Ketua berhalangan hadir;

Membantu dan mewakili ketua dalam pengambilan keputusan
dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi
daerah ;

Membantu ketua melaksanakan diseminasi dalam upaya pencapaian
target inflasi kepada masyarakat;

Ketua Pelaksana Harian;

Memimpin pertemuan jika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir;

Membantu dan mewakili Ketua dan Wakil Ketua dalam pengambilan
keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait
pengendalian inflasi daerah;

Membantu Ketua dan Wakil Ketua melaksanakan diseminasi dalam
upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat;

Wakil ketua Pelaksanaa Harian:

Memimpin pertemuan jika ketua dan ketua pelaksana harian
berhalangan hadir;

Menyampaikan hasil monitoring dan laporan sumber/potensi tekanan
inflasi daerah kepada ketua dan ketua pelaksana harian;

Mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian
inflasi daerah kepada ketua dan ketua pelaksana harian;

Membantu dan mewakili ketua dan wakil ketua pelaksana harian dalam
pengambilan keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh
terkait pengendalian inflasi daerah;

Membantu ketua dan ketua pelaksana harian melaksanakan diseminasi
dalam upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat.



Sekretaris :

L]

Menyiapkan penyelenggaraan rapat/pertemuan tim berkoordinasi
dengan sekretariat;

Membuat risalah rapat dan menyampaikan kepada seluruh tim;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengendalian inflasi dan melaporkan sumber/potensi tekanan inflasi
daerah;

Mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diambil terkait dengan
pengendalian inflasi daerah.

Anggota :

Menghadiri pertemuan TPID dan jika tidak memungkinakan diwakilkan
ke petugas lain yang kompeten di bidangnya;

Menyiapkan dan menyediakan data/informasi yang dimiliki untuk
dibagikan kepada sekretariat;

Memberikan masukan dalam rangka penyusunan rekomendasi
kebijakan pengendalian inflasi daerah;

Melakukan tindakan pengendalian atas sumber/potensi tekanan inflasi
daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing;

Membantu pelaksanaan monitoring sumber/potensi tekanan inflasi
daerah;

Membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan terkait pengendalian
inflasi daerah, serta menyusun evaluasi dan laporan ahsil monitoring.

menyampaikan laporan perkembangan harga komoditas pangan
strategis dan kegiatan pengendalian inflasi kepada Itjen Mendagri
setiap hari;

Sekretariat :

Menyiapkan administrasi penyelenggaraan rapat rapat TPID
Membuat risalah rapat.
Menyusun laporan upaya pengendalian inflasi daerah.




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 500 - 19 - 2026

TANGGAL :12 Januari 2026

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2026

MEKANISME PERTEMUAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT TAHUN 2026.

Mekanisme pertemuan tim pengendalian inflasi daerah sebagai berikut :

1.

Dalam kondisi mendesak, tim pengendalian inflasi daerah dapat melakukan
pertemuan dalam bentuk pertemuan tim yang dihadiri oleh beberapa anggota
tim.

Tim pengendalian inflasi daerah melakukan pertemuan dalam bentuk high
level meeting minimal 3 kali setahun, rapat koordinasi minimal 2 kali setahun,
kegiatan capacity builing (dalam bentuk rapat) minimal 1 kali setahun dan
rapat koordinasi teknis lain bersifat situasional (sesuai situasi perkembangan
harga pada saat itu).

Rekomendasi yang ditindaklanjuti ditargetkan minimal 5 kali setahun
(berdasarkan hasil HLM dan rapat Koordinasi yang dilaksanakan).

Pertemuan sebagaimana diatas wajib dihadiri oleh anggota masing-masing tim.
Dalam hal anggota tidak dapat hadir, maka kehadirannya dapat diwakilkan
kepada pejabat satu tingkat dibawahnya yang diberi kewenangan atau mandat
untuk mengambil keputusan.

Dalam pertemuan, apabila diperlukan dapat menghadirkan narasumber yang
relevan memberikan informasi seputar perkembangan produksi, distribusi,
konsumsi, penyediaan dan harga barang/jasa;

Dalam pelaksanaan tugas, Ketua pelaksana harian/sekretaris wajib
melaporkan hasil kerjanya berupa :

a. Risalah rapat (HLM, rapat koordinasi dan lain-lain).

b. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas pengendalian inflasi (triwulanan)
Pelaksanaan pertemuan :

a. Pertemuan dipimpin oleh ketua, wakil ketua dan ketua pelaksana harian;

b. Dalam hal ketua, wakil ketua dan ketua pelaksanaa harian berhalangan
hadir, pertemuan dipimpin oleh wakil ketua pelaksana harian atau salah
satu anggota yang ditunjuk oleh ketua, wakil ketua atau Ketua pelaksana
harian;

c. Penyelenggara pertemuan adalah Sekretariat Tim.




